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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

INSPEKTORAT DAERAH 
Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, SulawesiSelatan 

Telp. (0414) 21144,Faximile (0414) 22661 
 

 

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

 

NOMOR 13/III/TAHUN 2023 
 

 

T E N T A N G 
 

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  

KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023 
 

INSPEKTUR DAERAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 

ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna 

Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk 

menetapkan Pejabat Pengadaan; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan 

langsung di lingkungan Inspektorat Daerah, perlu 

menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku Pengguna 

Anggaran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 1822);    

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi 
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4889); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16        

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020        

Nomor 1781); 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku 

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19      
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah      Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 659); 

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);  
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  

Tahun 2022 Nomor 113); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar   
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 
Nomor 120); 

19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51     

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

Nomor 748); 

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

 
M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023 

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar untuk kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2023. 

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

pada diktum KESATU adalah: 

N a m a  : WAHYUDIN, S.S. 

N I P : 19840723 201101 1 009 

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/IIId 

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

   Pemerintah Sekretariat Daerah 

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku 

Pengguna Anggaran (PA). 
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KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai 

tugas sebagai berikut:  

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 
Langsung;  

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang 

bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah); dan 

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar             

Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

KEENAM : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 28 Maret 2023 

 

INSPEKTUR DAERAH 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, 
 

^ 
  
 

H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. 
Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP. 19630727 199303 1 014 
 
 

 

 

Tembusan: 

1.  Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. 
2.  Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. 

3.  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar di Benteng. 

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar di Benteng. 
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. 

6. Pejabat yang Bersangkutan. 
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